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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah tata kelola birokrasi pemerintahan tentu sudah tidak asing lagi
dit kalangan masyarakat terutama dalam penyediaan pelayanan publik atau
bahkan birokrasi diidentikkan dengan sesuatu yang lama. Hal tersebut karena
birokrasi terikat oleh peraturan atau perundang-undangan yang berlaku di -setiap
daerah, terutama di desa atau kelurahan,

Akhir-akhir ini  banyak orang membicarakan masalah krisis
kepemimpinan. Konon sangat sulit mencari kader-kader pemimpin pada berbagai
tingkatan. Reformasi dilakukan untuk mewujudkan aparatur negara yang mampu
mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan  pemerintahan negara dan  pembangunan, dengan
mempraktekkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance).
Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang
sungguh-sungguh dalam memberantas praktek-praktek korupsi, kolusi dan
nepotisme, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan
pelayanan yang prima sebagaimana diharapkan masyarakat.

Agar harapan tersebut dapat menjadi kenyataan maka dituntut adanya

suatu sikap aparatur yang baik, integntas, profesionalisme serta etos kerja dan



moral yang tinggi. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah digulirkan oleh
pemerintah sejak tahun 2001 membawa perubahan dalam pelaksanaan
pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang
yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan, Seiring
dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka aparat pemerintahan di daerah
diharapkan dapat mengelola tata pemerintahan dan menyelenggaraan pelayanan
dengan lebih baik dari sebelumnya sesuai dengan kebutuhan dan harapan
masyarakat.

Namun dibalik semua itu, telah muncul suatu pemikiran yang positif
yaitu munculnya ide serta tentang pemikiran dasar yang menimbulkan reformasi
total dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan utama dan reformasi
adalah untuk menciptakan masyarakat sipil (civil society) dalam kehidupan
pemerintahan, bermasyarakat dan bernegara yang memiliki nilai-nilai good
governance serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, sikap keterbukaan,
kejujuran dan keadilan yang berorientasi kepada rakyat dan bertanggungjawab
kepada rakyat.

Terdapat beberapa persoalan utama yang merupakan bagian dan
sejarah masa lalu bangsa Indonesia yang efeknya masih dapat dirasakan oleh
masyarakat Indonesia yang hidup pada masa sekarang im, yang sekaligus
merupakan indikator penyebab terjadinya krisis multidimensi yang masih
melanda bangsa Indonesia hingga saat ini. Ketika permasalahan tersebut

diidentifikasi, maka ujung dari permasalahan tersebut bermuara kepada



terjadinya pendangkalan partisipasi rakyat dalam program pembangunan daerah
serta semakin melemahnya posisi nilai tawar rakyat dalam hal perencanaan dan
pengambilan keputusan yang melibatkan kehidupan rakyat. Rakyat bukan
dijadikan sebagai subjek dalam kehidupan demokrasi dan juga bukan menjadi
subjek didalam pembangunan.

Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil
dari suatu komunitas pemerintahan negara. Sehingga boleh dikatakan bahwa
keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana
partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan kelurahan dalam
perencanaan pembangunan tersebut. Dalam arti masyarakat harus ikut
berpartisipasi dan diberi kepercayaan dan kewenangan yang cukup dalam
mengurusi rumah tangga kelurahannya, sehingga bisa mandin Selain sebagai
pelaksana dan perencana program pembangunan, maka para aparatur pemenntah
kelurahan juga berperan sebagai pelayan masyarakat dalam dan sesuai dengan
potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.

Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan nasional
Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian usaha pembangunan berarti humanisasi atau
peningkatan taraf hidup manusia sebagai subjek dan sekaligus objek
pembangunan dan senantiasa menciptakan keselarasan dan keseimbangan dalam

hidupnya, baik secara rohani dan jasmani.



Wilayah negara kesatuan RI terbagi atas daerah provinsi, dan provinsi
terbagi atas daerah yang lebih kecil yaitu Kabupaten/Kota, Kecamatan dan
Desa/Kelurahan. Daerah-daerah tersebut manjadi satu kesatuan dalam wilayah
nagara RL

Oleh karena itu pembangunan harus tersebar secara merata dan
seluruh wilayah Republik Indonesia agar terwujud masyarakat yang adil dan
makmur. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya
terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada
setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling
manusiawi.

{Nugroho dan Rochmin Danuri, 2004) Pembangunan yang
dilaksanakan di pedesaan atau tingkat Kelurahan merupakan realisasi
pembangunan nasional. Untuk menunjang pembangunan di pedesaan atau tingkat
Kelurahan peran serta pemerintah serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat
sangat diSbutuhkan.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi
alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, demkian
pula halnya sumber daya manusia harus lebih ditingkatkan sehingga dapat
mengembangkan potensi alam secara maksimal agar tujuan pembangunan dapat
tercapai.

Otonomi daerah memiliki arti otonomi desa bahwa desa mampu

berinisiatif dan berkreativitas untuk menjalankan pemerintahannya sendiri serta



menumbuhkan demokratisasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga desa
atau setingkat Kelurahan memiliki ruang gerak yang luas dalam melaksanakan
pembangunan, karena tidak terbebani lagi dengan program-program
pembangunan dari kabupaten/kota, provinsi maupun pemerintah pusat.

Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan adalah kesadaran yang
tidak bisa muncul dengan sendirinya. Kesadaran tersebut harus dibimbing dan
diarahkan sampai mereka bisa mencapat kemandiniannya sendiri. Dengan adanya
keterlibatan secara mental dan emosional mulai dari keterlibatan perumusan
kebijakan, pelaksanaan, tanggung jawab sampai pemanfaatan pembangunan akan
bisa dirasakan secara merata oieh pihak-pihak tertentu.

Sasaran pembangunan nasional adalah pembangunan manusia secara
utuh lahir dan batin serta merata. Sasaran tersebut mengandung makna bahwa
tujuan akhir pembangunan adalah terwujudnya masyarakat yang mampu
memenuhi kebutuhan hidupnya baik matenial maupun non material secara
merata.

Untuk mencapai sasaran tetrsebut di atas diperlukan proses yang terus-
menerus, dan melalui proses ini diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas
agar proses ini dapat berjalan secara teratur dan terarah, maka perlu perencanaan.
Perencanaan merupakan syarat bagi terlaksananya proses pembangunan yang
baik. Akan tetapi walaupun demikian perencanaan tidaklah berarti sebagai

jaminan penuh bagi keberhasilan pencapaian tujuan, walaupun pelaksanaan



kegiatan telah diawali dengan perencanaan yang matang, namun sering timbul
hal-hal yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut.

Hambatan-hambatan tersebut harus benar-benar diperhatikan dalam
perencanaan pembangunan tingkat Desa maupun Kelurahan. Olehnya ketetapan
perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan adalah mutlak harus disertai
dengan kesadaran yang penuh kesungguhan serta kemauan batk dar setiap unsur
yang tidak terlibat langsung di dalam pembangunan tersebut.

PP 72 tahun 2005 Pasal 64 ayat | mengatur bahwa perencanaan
pembangunan desa tersebut mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJM-Desa) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja
Pembangunan Desa (RKP-Desa) untuk jangka waktu satu tahun, yang
merupakan penjabaran dari RPJM-Desa. Dengan demikian, desa wajib memiliki
dua dokumen perencanaan pembangunan desa yaitu RPJM-Desa dan RKP-Desa.
Semua regulasi yang mengatur tentang perencanaan pembangunan desa memben
amanah bahwa partisipasi langsung warga masyarakat dalam perencanaan dan
penganggaran pembangunan merupakan kunci utama bagi pembangunan yang
pro rakyat miskin dan perempuan menuju kesejahteraan dan keadilan sosial.

penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan (RPJM-
Desa dan RKP-Desa) merupakan pintu masuk bagi upaya peningkatan partisipasi
langsung warga masyarakat dalam pembangunan. Pararel dengan upaya
membangun negara yang demokratis (democratic state) yang didasan pada nilai

dan prinsip good governance, dalam jangka panjang, RPJM-Desa dan RKP-Desa



merupakan “instrumen pembangunan” yang efektif untuk mempromosikan
otonomi desa yang lebih luas serta memperkuat pembangunan emansipasi dan
demokrasi desa (village democracy).

Pada tingkat pengimplementasiannya, berbagai inisiatif lokal (pilot
projects) telah dikembangkan untuk memfasilitasi desa menyusun
perencanaannya sendiri secara partisipatif, transparan dan akuntabel

Untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap
pembangunan, diperlukan adanya tenaga/unsur penggerak yang mampu
menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat
mewujudkan cita-cita pembangunan dalam hubungan ini, maka Lurah sebagai
Kepala Kelurahan memegang peranan yang menentukan,

Sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan, ia harus mampu mengemban tugas yang
dibebankan kepadanya yang saling kait-mengkait termasuk tugas pembangunan
yang multi dimensional. Oleh karena itulah suksesnya pembangunan di suatu
daerah sangat ditentukan oleh kualitas kinerja pemerintahannya.

Namun kenyataanya berbanding terbalik dengan kenyataan yang
terjadi di Desa Bukit Durian. Di mana tata kelola birokrasi pemerintahan
desa belum mampu berkoordinasi dan bekerjasama dengan masyarakat dan
belum mampu menampung segala aspirasi masyakat, agar dapat mengetahui apa

yang menjadi kebutuhan masyarakat apalagi dalam hal pembangunan.




Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan di atas, maka

secara spesifik dalam penelitian ini di jabarkan pertanyaan penelitian yaitu

sebagai berikut :

1. Bagatmana program pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Bukit Durian

Kecamatan Oba Utara Kota Madya Tidore Kepulauan Propinsi Maluku

Utara?

2. Faktor-faktor apa yang menghambat pembagunan Desa?

. Tujuan dan Manfaat Penelitian,

1. Twuan Penelitian

a.

2.

a.

Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan perencanaan pembangunan
desa dan kelurahan di Desa Bukit Durian Kecamatan Oba Utara Kota
Madya Tidore Keputauan Propinsi Maluku Utara.

Untuk  mengetahui  Faktor-faktor  penghambat  perencanaan
pembangunan Desa di Desa Bukit Durian Kecamatan Oba Utara Kota

Madya Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara .

Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis
Dari hasil Penelitian im diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi
pemerintahan desa setempat untuk mengetahui tentang Bagaimana

Penerapan PP 72 Tahun 2005 tentang desa dalam hal dan kelurahan




Pembangunan Desa di Desa Bukit Durian Kecamatan Oba Utara Kota
Madya Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara .

b. Manfaat praktis
Penelitian ini  diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi
pengembangan ilmu Pengetahuan tentang suatu Pelaksanaan PP 72
Tahun 2005tentang desa dan kelurahan dalam hal Pembangunan Desa di
Desa Bukit Durian Kecamatan Oba Utara Kota Madya Tidore

Kepulauan Propinsi Maluku Utara.

D. Kerangka Konseptual

Pembangunan sangat ditentukan oleh adanya pengertian, kesadaran,
dan partisipasi langsung dari seluruh lapisan masyarakat dalam menghadapi
tantangan-tantangan pembangunan. Kegiatan pembangunan yang giat-giatnya
dilaksanakan dewasa ini bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah
saja, melainkan juga tanggung jawab semua elemen masyarakat.

Diperlukan keterpaduan antara pemerintah dan masyarakat dalam
mengidentifikasi kemudian mengolah semua potensi yang dimiliki oleh desa dan
kelurahan agar tercipta pembangunan yang yang maksimal. Oleh karena itu,
dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan perlu adanya partisipasi aktif
dari seturuh masyarakat. Namun demikian tonggak utama penggerak dalam
pembangunan di tingkat kelurahan adalah pemerintah kelurahan dalam hal ini

Lurah dan aparatur kelurahan.




Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72
Tahun 2005 tentang Desa pasal 14 yakni dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa tersebut maka lebih
lanjut tentang peranan pemerintah kelurahan dalam pembangunan diuraikan ke
dalam tiga indikator yakni pembina, pengayom dan pelayan masyarakat.

Keberhasilan suatu pembangunan harus senantiasa beriringan dengan
bagaimana menggalang keterpaduan antara pemerintah dan masyarakat untuk
melaksanakan pembangunan. Meskipun partisipasi masyarakat merupakan suatu
hal yang esensial dalam menunjang pembangunan di daerah yang semi perkotaan
dalam hal ini tingkat Kelurahan, tetapi partisipasi masyarakat dalam
pembangunan tidak begitu saja tumbuh dengan sendirinya, melainkan pemerintah
harus aktif untuk terus mendorong dan meningkatkan motivasi dari partisipasi
masyarakat dalam pembangunan. Dalam hal ini tentu saja ada beberapa faktor
yang berpengaruh baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat.

Sasaran utama pembangunan adalah terwujudnya masyarakat yang
scjahtera secara utuh lahir dan batin serta merata. Sasaran tersebut mengandung
makna bahwa tujuan akhir pembangunan adalah terwujudnya masyarakat yang
mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik meterial maupun non meterial
secara merata. Berdasarakan uraian di atas, maka kerangka konseptual dalam

penelitian ini dapat di gambarkan dalam bentuk bagan berikut :
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KERANGKA KONSEPTUAL

Pengelolaan program pembangunan desa

h 4 h 4

Faktor pendukung Pp 72/2005 pasal 62 ayat |
-partisipasi masyarakat -RPJM-DESA
-kerja sama antara sesama aparat - RKP-DESA

1 |

MENCAPA] HASIL YANG EFEKTIF DAN
EFISIEN DALAM MENUJU
PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK

E. Metodologi Penelitian
1. Tipe dan Dasar Penelitian
a. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan adalah deskniptif kuantitatif
dimaksudkan untuk menguraikan data dengan berdasarkan pendapat
responden.
b. Dasar Penelitian
Dasar penelitian yang digunakan adalah penelitian survei, yang

bertujuan untuk mengumpulkan data dan sejumlah responden dengan
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melalui data observasi, interviu, serta kuisioner dengan ciri khusus dan

kesimpulannya mencerminkan hanya untuk desa yang bersangkutan.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (pengamatan) vaitu peneliti merencanakan melakukan
pengamatan secara langsung objek yang diteliti untuk memperoleh data
dan bahan keterangan dalam penyusunan proposal ini.

b. Interview (wawancara) yaitu peneliti merencanakan melakukan teknik
pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab terhadap responden
sesuai dengan jumlah responden yang ditetapkan.

c. Kuesioner (angket) yaitu peneliti merencanakan melakukan
pengambilan data dimana penulis membuat sejumlah daftar pertanyaan
kemudian disebarkan kepada para informan untuk diisi sesuai dengan

petunjuk yang ada dalam daftar pertanyaan tersebut.

3. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah jumlah seluruh objek yang akan diteliti oleh
karena 1tu Yang menjadi Populasi dalam rencana penelitian ini adalah
seluruh pegawai yang ada pada kantor desa Bukit Durian Kecamatan.
Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara yang

berjumlah 9 orang dan ditambah masyarakat 31 orang.
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b. Sampel
Sampel adalah bagian dan populasi yang dijadikan responden
dalam penelitian.Karena jumlah populasi cenderung kecil, untuk
efisiennya maka teknik sampel menggunakan Propability sampling atau
sampel jenuh, yartu pengambilan sampel yang memberikan peluang
yang sama kepada setiap angpgota papulasi untuk dipilih menjadi
anggota sampel, sebanyak 40 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 01
Jumiah Responden Pada Program APBD-Desa, Desa Bukit Durian
Kecamatan Oba Utara Kota Madya Tidore Kepulauan
Propinsi Maluku Utara

{

No Jabatan Jumlah

1. Pegawai Kantor Desa 9 Orang

2. Masyarakat 31 Orang
Jumlah 40 Orang

Sumber: Pemerintahan Desa Bukit Durian, Tahun 2014

4. Teknik Pengolahan dan Analisis data
Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian ini akan diolah dan ditabulasi
kedalam tabel frekuens:, sedangkan data yang deperoleh dari informan dan
data sekunder akan menjadi pendukung dalam analisis yang menggunakan

teknik deskriftif kuantitatif. Rumusan yang digunakan yakni:
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Nilai

Skor x Frekuensi
Rata-rata Skor = Nila

N

Rata-rata Persentasi = Rata-rata Skor x 100%

Banyaknya Klasifikasi Jawaban

Selain tabel frekuensi analisa juga dapat dilakukan dengan skala likert untuk
mempermudah analisa maka pertanyaan yang diajukan kepada responden
debern gradasi sangat baik, baik, kurang baik, tidak baik, dan sangat tidak

baik. Pemberian skor dimulai dari nilai tertinggi dengan 5,4, 3,2, 1.

. Sangat baik =i
. Baik =4
. Kurang Baik =3
J Tidak Baik =2

. Sangat Tidak Baik

N
—

E. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah memahami isi dalam Skripsi ini, maka sistematika

penulisannya sebagai berikut :
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BAB 1

BAB 11

BAB 11

BAB IV

BAB Y

Pendahuluan yang berisi Latar belakang masalah, Batasan dan
Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka
Konseptual, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan.

Tinjauan Pustaka yang Berisi Pengertian Birokrasi Pemerintahan,
Konsep Birokrasi Pemerintahan, Pengertian Pemerintahan,
Pengertian Pemerintaha Desa, Pembangunan Desa, Pengertian
Pembangunan Desa, Pengembangan Ekonomi Kerakyatan,
Pengembangan Sumberdaya Manusia Yang Handal, Pembagunan
Infrastruktur Pedesaan, Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanPe
nyelenggaraan Pemerintahan Dalam Pembangunan.

Gambaran umum lokasi yang berisi tentang keadaan geografis,
keadaan demografi, Struktur organisasi, Tugas dan Fungsi

Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi : Pelaksanaan Program
APBD-Desa, Desa Buki Durian, Faktor Penghambat Pelekasanaan
Program APBD-Desa, Desa Buki Durian.

Kesimpulan dan Saran yang berisi : Kesimpulan Penelitian dan

Rekoemendasi Penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

15




BABII

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN PENGELOLAAN

pengelolaan sama dengan arti manajemen. Karena antara manajemen dan
pengelolaan memiliki tujuan yang sama yaitu tercapainya tujuan organisasi
lembaga. Pengelolaan merupakan sebuah bentuk bekerja dengan orang-orang
secara pribadi dan kelompok demi tercapainya tujuan organisasi lembaga. satu
vang perlu diingat bahwa pengelolaan berbeda dengan kepemimpinan. Bila
pengelolaan terjadi bila terdapat kerjasama dengan orang pribadi maupun
kelompok, maka seorang pemimpin bisa mencapai tujuan yang diharapkan tanpa

perlu menjadi seorang manajer yang efektif,
Berikut in1 adalah pengertian dan definisi pengelolaan:
- ROBERTT. KIYOSAKI & SHARON L

Pengelolaan adalah sebuha kata yang besar sekali, yang mencakup pengelolaan

uang, waktu, orang, sumber daya, dan terutama pengelolaan informasi
- JAZIM HAMIDI & MUSTAFA LUTFI

Pengelolaan merupakan pengertian yang lebih sempit daripada kepemimpinan
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PGRI

Pengelolaan adalah suatu keahlian yang diperlukan untuk memimpin, mengatur,

menggerakkan waktu, ruang, manusia, dan dana untuk mencapai tujuan tertentu

AA DANISALISWIJAYA

Pengelolaan merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko
terhadap lingkungan hidup berupa tepgadinya pencemaran atau perusakan
lingkungan hidup, mengingat bahan berbahaya dan beracun mempunyai potensi

yang cukup besar untuk menimbulkan efek negatif

IBRAHIM MAMAT

Pengelolaan adalah pengaturan, penyusunan dan pelaksanaan perancangan yang

dibuat dan melibatkan penggemblengan semua elemen yang ada di sekolah.

Jadi Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang
dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam

mencapai tujan tertentu.

- Pengertian Manajemen
Manajemen dapat diartikan sebagai tindakan atau kemampuan
untuk memperoleh hasil yang diinginkan dengan menggunakan orang-

orang yang mempunyai keahlian khusus dibidangnya. Berikut ini
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dikemukakan tentang definisi manajemen menurur para ahli sebagai
berikut :

o J.G. Longenecker
Manajemen adalah suatu proses kegiatan manager dalam pengambilan

keputusan, mengoordinasikan usaha-usaha kelompok dan
kepemimpinan.

¢ Kast dan Rosenzweig
Manajemen itu meliputi koordinasi orang-orang dan koordnasi sumber-

sumber materil untuk mencapai tujuan organisasi.

e Henry L Sick
Manajemen adalah sebagai koordinasi dari semua sumber

(tenaga, manusia,dana, material waktu, pengorganisasian,pengarahan dan

pengendalian) supaya mencapai sasaran yang diingkan.

B. Pengertian Program

Pengertian Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya
suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di

dalam setiap program dijelaskan mengenai:

1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.

2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.

3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.

18



4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.

5. Strategi pelaksanaan.

Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir
dan lebih mudah untuk diopersionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian
program yang diuraikan. “A programme is collection of interrelated project
designed to harmonize and integrated various action an activities for achieving
averral policy abjectives” (suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang
berhubungan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang
harmonis dan secara integraft untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut

secara keseluruhan,

Menurut Charles O. Jones, pengertian program adalah cara yang
disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat
membantu seseorang untuk mengindentifikasi suatu aktivitas sebagai program

atau tidak yaitu:

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk

melaksanakan atau sebagai pelaku program.

2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang

biasanya juga diidentifikasikan melalui anggaran.
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3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif

dapat diakui oleh publik.

Program terbaik didunia adalah program yang dida.sarkan pada model
teoritis yang jelas, yakni: sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi
dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang
serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang

menjadi solust terbaik (Jones, 1996:295).

C. Pengertian Pemerintahan Desa

Desa dan kelurahan adalah satuan pemerintah terendah dengan status
berbeda. Desa adalah satuan pemerintah yang di beri hak otonomi adat sehingga
merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemenntahan
administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tanangan dari pemenntah
kabupaten/kota. Jadi, kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya
sebagaitempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari  pemerintah
kabupaten/kota di wilayah kelurahan setempat. Sedangkan desa adalah wilayah
dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang
berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal

usulnya.
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Desa yang di dalamnya terdapat kesatuan masyarakat tersebut
kemudian dilegalkan melalui UU No.32/2004 yang di sebut sebagai kesatuan
masyarakat hukum (adat). Adapun kelurahan bukan merupakan kesatuan
masyarakat hukum karena UU No.32/2004 tidak melegalkannya kesatuan
masyarakat hukum. Kelurahan hanyalah wilayah pelayanan pejabat yaitu lerah,
yang di beri tugas oleh bupati/wali kota di bawah koordinasi camat.

Ada beberapa pendefinisian desa menurut para pakar yaitu sebagai
berikut : R.Bintaro (1968:95) Desa adalah suatu perwujudan geografis yang di
timbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, polits, dan kituralyang
terdapat di situ dalam hubunagan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-
daerah lain.

P.J Bournen (1971:19) Desa adalah salah satu bentuk kuno dan
kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling
mnegenal, kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertaman,
perikanan, dan sebagainya usaha-usaha yang dapat di pengaruhi oleh hukum dan
kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan — tkatan
keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidah sosial.

Nyoman beratha (1982:27) Desa atau dengan nama aslinya yang
setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli
adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula “badan pemenntahan”yang

merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

21



Berdasarkan penjelasan di atas, dapat di tarik suatu pemahaman bahwa
desa adalah suatu wilayah yang di diamioleh sejumiah pendudukyang saling
mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sostal,
ekonomi, dan keamanan vang dalam pertumbubannya menjadi kesatuan
masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta tkatan lahir batin antara
masing-masing warganya, umumnya warga hidup dari pertanian, mempunyai hak
mengatur rumah tangga sendiri,dan secara berada di bawah pemerintahan
kabupaten’kota.

Tinjauan tentang Desa dan Kelurahan Menurut Kamus Bahasa
Indonesia, desa diartikan sebagai ;

1. Sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung, dusun;
2. Udik atau dusun (dalam arti daerah pedalam sebagai lawan kota);
3. Tempat, tanah, dan daerah.

Dari pengertian ini, maka desa memiliki beberapa karakteristik, yaitu:
(1) desa merupakan suatu lokasi pemukiman di luar kota sekaligus bukan kota;
(2) desa merupakan suatu komunitas yang homogen; dan (3) desa menunjukkan
suatu sifat dari lokasi sebagai akibat dan posisinya yang berbeda di pedalaman.
Desa lebih sering diperlawankan dengan kota. Menurut S. Wojowasito (1972),
rural diartikan dari desa, seperti di desa, sedangkan urban diartikan dan
perdesaan, bukan desa (viflage), dan urban diterjemahkan menjadi perkotaan,

juga bukan kota (rown, city). Hal ini didasarkan pada konsep rural dan urban

lebih menunjuk kepada karakteristik masyarakatnya, sedangkan villuge, town,
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dan city lebih mengacu kepada suatu unit teritorial. Dari pendapat tersebut, maka

pengertian desa dapat dilihat aspek wilayah kemasyaratan, dengan penjelasan:

a.

Dan aspek wilayah teritorial, village, town, dun city sebagal sesuatu unut
terotorial-administratif atau berkaitan dengan kekotaprajaan (municipality).
Dalam kaitan ini, suatu daerah dan komunitas pedesaan (rural area and
community) dapat mencakup sejumlah desa (villuge). Demkian pula
urban,bukan hanya sebagai sebuah kota (town atau city) dalam arti suatu
kotapraja atu kotamadya, melainkan termasuk daerah-dacrah di luar batas
resmi kota tersebut yang masyarakatnya memiliki cara hidup kota.

Dari aspek kemasyarakatan (komunitas), desa (village) sebagai tempat
pemukiman para petani, terlepas dari ukuran besar kecilnya, tetapi juga
terdapat desa-desa perdagangan dimana terdapat s¢jumlah orang dan desa itu
yang memiliki mata pencaharian dalam bidang perdagangan (non pertanian),
yang masih dikelola secara tradisional. Sedangkan, kota kecil (rown),
didefinisikan sebagai suatu pemukiman perkotaan yang mendominasi
lingkungan perdesaan dalam berbagai segi, tetapi kota kecil bukanlah sekedar
desa yang besar.

Adapun desa dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

sebagaimana perubahannya dalam Undang-undang 12 Tahun 2008 bahwa: Desa

atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus
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kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan
nasional dan di daerah Kabupaten™.

Sedangkan menurut Sutardjo Kartohadikusuma, mengemukakan
bahwa desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu
masyarakat pemerintahan tersendiri. Adapun mengenai kelurahan adalah
pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam
konteks otonomti daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah
sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh
scorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan
merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan
desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam

perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan,

. Pembangunan Desa

Sebelum membahas lebih jauh apa itu pembangunan desa, ada baiknya
di pahami terlebih dahulu makna dari pembangunan itu sendiri.
Defimsi pembangunan merupakan upaya yang sistematik dan berkesinambu-
ngan atau berkelanjutan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan
berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling
humanistik (Anwar 2005, Dalam Hubungan Dengan Konsep Pembangunan

Daerzah).
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Mengenai pengertian pembangunan, para ahli membenkan definsi
yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa
saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, dacrah yang satu
dengan daerah yang lainnya, negara satu dengan negara yang lainnya. Namun
secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses
untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah,
2005).

Siagian (1994) membenkan pengertian tentang pembangunan sebagai
“Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana
dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju
modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”.

Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang
lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih
baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Begitu pula dengan Suharyanto mengartikan pembangunan sebagai
proses perubahan dan suatu kondisi tertentu ke kondisi lebth baik.
Pembangunan dapat diartikan juga sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk
menciptakan alternatif yvang lebih banyak secara sah kepada setiap warga
negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi
(Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004).

Sondang P Siagian mendefinisikan pembangunan sebagai suatu usaha

atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang
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diakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju
modemttas dalam rangka pembinaan bangsa.

Beberapa Teori tentang Pembangunan dan Pembangunan Pedesaan
sukimo (1985) mengemukakan pendapatnya tentang konsep pembangunan,
mempunyai 3 sifat penting, yaitu : proses terjadinya perubahan secara terus
menerus adanya usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita masyarakat dan
kenaikan pendapatan masyarakat yang terjadi dalam jangka waktu yang
panjang.

Menurut todaro (1998) pembangunan bukan hanya fenomena semata,
namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan
keuangan dari kehidupan manusia.

Todaro (1998) menambahkan bahwa pembangunan ekonomi telah
digariskan kembali dengan dasar mengurangi atau menghapuskan kemiskinan,
ketimpangan dan pengangguran dalam kontenks pertumbuhan ekonomi atau
ekonomi negara yang sedang berkembang.

Rostow (1971) juga menyatakan bahwa pengertian pembangunan tidak
hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan tetapi juga lebih banyak
output daripada yang diproduksi sebelumnya.

Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan :
masyaralat tradisional, pra kondist lepas landas, lepas landas, gerakan menuju
kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. kunci diantara tahapan im

adalah tahap lepas landas yang didorong oleh satu atau lebih sektor. Pesatnya
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pertumbuhan sektor utama ini telah menarik bersamanyabagian ekonomi yang
kurang dinamis. Menurut Hanafiah (1892) pengertian pembangunan
mengalami perubahan karena pengalaman pada tahun 1950-an sampai tahun
1960-an menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada kenaikan
pendapatan nasional tidak bisa memecahkan masalah pembangunan. hal ini
terlithat dan taraf hidup sebagian besar masyarakat tidak mengalami perbaikan
kendatipun target kenaikan pendapatan nasional per tahun meningkat. dengan
kata lain, ada tanda-tanda kesalahan besar dalam mengartikan istilah
pembangunan secara sempit.

akhimya disadari bahwa pengertian pembangunan itu sangat luas
bukan hanya sekedar bagaimana menaikkan pendapatan nasional saja.
pembangunan ekonomt itu tidak btsa diartikan sebagal kegiatan-kegiatan yang
dilakukan negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup
masyarakatnya.

berbagai sudut pandang dapat digunakan untuk menelaah
pembangunan pedesaan. menurut haeruman ( 1997 ), ada dua sisi pandang
untuk menelaah pedesaan, yaitu:

1.  pembangunan pedesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah yang
bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat desa
itu sendiri. pendekatan ini meminimalkan campur tangan dan luar
sehingga perubahan yang diharapkan berlangsung dalam rentang

waktu yang panjang.
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s1s1 yang lain memandang bahwa pembangunan pedesaan sebagai
suatu interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakt desa dan
dorongan dan luar untuk mempercepat pemabangunan pedesaan.

pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang
beriangsung didesa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan
penghidupan masyarakat. menurut peraturan pemenntah republik
indonesia no : 72 tahun 2005 tentang desa sebagaimana dimaksud pada
avat (2) bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara
partisipatif oleh pemerintahan desa sesual dengan kewenangannya dan
menurut ayat (3) bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan

desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

tujuan perencanaan pembangunan sebagai berikut:

1.

2.

mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan.

menjamin sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan
dacrah.

menjamin  keterkaitan dan  konsistensi  antara  perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

mengoptimalkan partisipasi masyarakat

menjamin tercapainya penggunaan sumber daya desa secara efisien,
efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Kebijakan perencanaan pembangunan desa merupakan suatu pedoman-

pedoman dan ketentuan-ketentuan yang dianut atau dipilih dalam
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perencanaan pelaksanakan (memanage) pembangunan di desa yang
mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga
dapat mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.

Definisi di atas memberikan penjelasan bahwa pembangunan
merupakan proses perubahan yang dilakukan secara sadar oleh bangsa, negara
dan pemerintah menuju modernitas yakni cara hidup lebih baik dari pada yang
sebelumnya mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara.

Selanjutnya menurut Wiratnolo pembangunan diartikan sebagai suatu
perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Perubahan tingkat
kesejahteraan ditentukan oleh dimensi dari definisi ekonomi, sosial, politik,
atau hukum.

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya
pemikiran yang mengidentikkan pembangunan dengan perkembangan,
pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan
dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek
perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta
industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun
begitu, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil,
karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang
berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya
merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan (Riyadi dan Deddy

Supriyadi BrataKusumah, 2005).
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Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup
seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan,
pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya ( Alexander 1994). Portes
(1976) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial
dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk
memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat
pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara
sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan,
Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui
peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa,
sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar.
Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan
berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi
ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalmi pendistribusian
kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya
sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas
rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik.
Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan, antara lain, dengan
bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, di samping adanya
perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dari

spiritualisme ke materialisme/sekularisme. Pergeseran dari penilaian yang
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tingg) kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi
organisasi yang moderen dan rasional.

Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek
kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung
pada level makro (nasional) dan mikro (community group). Makna penting
dari  pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan  (progres),
pertumbuhan dan diversifikasi.

Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, pembangunan adalah
semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar
dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang
terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan (Riyadi dan
Deddy Supniyadi Bratakusumah, 2005).

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarak-at
yang menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang modernisas: pun tidak
lagi hanya mencakup bidang ekonomi dan industri, melainkan telah
merambah ke seluruh aspek yvang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat.
Oleh karena itu, meodernisasi diartikan sebagai proses transformasi dan
perubahan dalam masyarakat yang meliputi segala aspeknya, baik ekonomi,
indusri, sosial, budaya dan sebagainya.

Oleh karena dalam proses modernisasi itu terjadi suatu proses
perubahan yang mengarah pada perbaikan, para ahh manajemen

menganggapnya sebagai suatu proses pembangunan di mana terjadi proses
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perubahan dari kehidupan tradisional menjadi moderen, yang pada awal
mulanya ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat moderen,
menggantikan alat-alat yang tradisional.

Selanjutnya seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk
ilmu-ilmu sosial, para ahli manajemen pembangunan terus berupaya untuk
menggali konsep-konsep pembangunan secara ilmiah. Secara sederhana
pembangunan sering diartitkan sebagai suatu upaya untuk melakukan
perubahan menjad: iebih baik. Karena perubahan yang dimaksud adalah
menuju arah peningkatan dan keadaan semula, tidak jarang pula ada yang
mengasusmsikan bahwa pembangunan adalah pertumbuhan. Seiring dengan
perkembangannya hingga saat ini belum ditemukan adanya suatu kesepakatan
yang dapat menolak asumsi tersebut. Akan tertapt untuk dapat membadakan
keduanya tanpa harus memisahkan secara tegas batasannya, Siagian (1983)
dalam bukunya Administrasi Pembangunan mengemukakan, “pembangunan
sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondist kehidupan bernegara dan
bermasyarakat vang lebih baik dan kondisi sekarang, sedangkan
pembangunan sebagai pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu
kelompok untuk terus berkembang, baik secara kuaiitatif maupun kuantitanf
dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan.”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan
tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan

dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi
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sebagai akibat dari adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat
berupa pengembangan/perluasan (expansion) atau peningkatan (improvement)

dan aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

E. Pengertian Pembangunan Desa

A Surjadi {dalam buku Pembangunan Masyarakat Desa) mengemu-
kakan arti pembangunan adalah : Pembangunan desa adalah suatu gerakan untuk
menciptakan kehidupan yang lebih baik dari seluruh masyarakat dengan
demokratisasi aktif dan apabila mungkin didasarkan atas inisiatif ini tidak datang,
maka diperlukan teknik-teknik untuk menimbulkan dan mendorongnya keluar
supaya kegiatan dan respon yang antusias itu dapat tejamin.

Pembangunan desa adalah suatu pembangunan yang diarahkan untuk
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan didasarkan kepada
tugas dan kewajiban masyarakat desa (Agusthoa Kaswata; 1985 : 24).

Dart beberapa pendekatan di atas pembangunan desa dapat dikemukakan :

1. Pembangunan desa yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia
seutuhnya adalah suatu pembangunan akan langsung menyentuh kebutuhan
sebahagian besar rakyat Indonesia, di mana lebih dari 80% penduduk
Indonesia bermukim di pedesaan.

2. Pembangunan desa mencakup keseluruhan aspek kehidupan dan penghidupan

masyarakat desa, dan terdin atas sektor dan program yang saling berkaitan
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Dengan melihat pendekatan pembangunan desa yang dilaksanakan
oleh warga desa maka pembagunan desa dapat dilihat sebagai suatu proses.
dikatakan sebagai proses karna diperlihatkan oleh jalannya proses perubahan
yang berlangsung dari cara yang tradisional ke arah yang lebih baik maju dan
lebih menekankan kepada aspek perubahan yang terjadi pada masyarakat.

Pembagunan desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat, sehingga
sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efesien.
Beberapa sasaran yang dapat dikembangkan atau dicapai dalam suatu

pembagunan desa adalah sebagat berikut.

Pengembangan Sumberdaya Manusia yang Handal dan Pembangunan
Infrastruktur Pedesaan

Sumber Daya Manusia memegang peranan penting dalam proses
pembangunan desa. Semakin tinggi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maka
semakin mendorong kemajuan suatu desa. Program-Program yang dapat di
kembangkan diantaranya:
a. Program pengembangan pendidikan
b. Program peningkatan pelayanan kesehatan
¢. Pembinaan generasi muda. seni budaya, pemuda dan olahraga
d. Program perluasan lapangan kerja dan kesempatan kenja.

e. Pembinaan kehidupan beragama.
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f. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendukung prioritas
pembangunan lainnya, khususnya pengembangan ekonomi kerakyatan dan
peningkatan kualitas SDM. Program pembangunan infrastruktur pada dasarnya
adalah pembangunan sarana dan prasarana yang mampu memberikan pelayanan
guna mendukung kegiatan ekonomi produktif, pelayanan
sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan dan meningkatkan aksesibilitas untuk
menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah. Dari penjelasan di atas, peneliti
memfokuskan pembangunan desa pada pembangunan non fisik yang lebih
difokuskan pada pengembangan ekonomi kerakyatan dan sumber daya manusia
yang handal.

a. Pembangunan Pertantan

Pembangunan pertanian tidak terlepas dan pengembangan kawasan
pedesaan yang menempatkan pertanian sebagai penggerak utama perekonomian
desa. Lahan, potensi tenaga kerja, dan basis ckonomi keluarga pedesaan
menjadi  faktor utama pengembangan pertanian. Konsep pengembangan
agropolitan pertama kali diperkenalkan oleh Mc. Douglass dan Friedman (1974,
dalam Pasaribu, 1999) sebagai siasat untuk pengembangan pedesaan. Meskipun
termaksud banyak hal dalam pengembangan agropolitan, seperti redistribusi
tanah, namun konsep im pada dasarnya memberikan pelayanan perkotaan di
kawasan perdesaan atau dengan istilah lain yang digunakan oleh Friedman

adalah “kota di ladang”.

36



Ada beberapa alasan mengapa harus dilakukan pembangunan
pertanian yaitu sebagai berikut ;

1. Selama i ukuran keberhasilan pembangunan hanya dilihat dari terciptanya
laju pertumbuhan perekonomian vyang tinggi di mana alat yang
dipergunakannya adalah dengan mendorong industrialisasi di kawasan-
kawasan perkotaan. Kondisi ini bila ditinjau dari pemerataan pembangunan
telah memunculkan kesenjangan antara kawasan pedesaan dan perkotaan
karena sektor strategis yang didorong dalam proses industrialisasi hanya
dimiliki oleh sebagian masyarakat (Soenamo, 2003)

2. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia yang
diperkirakan pada tahun 2035 akan bertambah menjadi dua kali lipat dan
jumlah saat i atau menjadi 400 juta jiwa, telah memunculkan kensauan
akan terjadinya keadaan “rawan pangan” di masa yang akan datang. Selain
itu, dengan semakin meningkatnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan
masyarakat terjadi pula peningkatan konsumsi perkapita untuk berbagai jenis
pangan, aktbatnya dalam waktu beberapa tahun yang akan datang Indonesia
membutuhkan tambahan ketersediaan pangan yang lebih dan 2 kali hpat
jumlah kebutuhan saat ini (Siswono Yudochusodo, 2002) ;

3. Untuk mengurangi tingkat kemiskinan, karena menurut Mukhtar Sarman
(2009) “petani sangat identik dengan kemiskinan dan kemiskinan itu pling

banyak ditemukan di desa.”

37



b. Strategi dan Manajemen Pembangunan Desa

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa secara lebih efektif,
maka pemerintah desa dan masyarakatnya perfu menciptakan suatu strategi
pencapaian tujuan tersebut. Dalam merancang strategi yang dimaksud,
pemerintah desa perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Keterpaduan pembangunan desa, di mana kegiatan kegiatan dilaksanakan
memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain.

2. Partisipatif, di mana masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan dari
proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan.

3. Keberpihakan, di mana orientasi kegiatan baik dalam proses maupun
pemantaatan hasil kepada seluruh masyarakat desa.

4. Otonom dan desentralisasi, di mana masyarakat memperoleh kepercayaan
dan kesempatan luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan hasilnya.

Adapun mengenai rencana-rencana pembangunan yang telah disusun
dan diterapkan bersama dalam forum musyawarah (yang sering disebut
musrembangdes) hendaknya dapat dilakukan secara baik. Untuk itu dapat
diiakukan secara batk. Untuk itu para pelaku pembangunan di desa harus dapat
menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan desa sebagai berikut :

a. Accountable, pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat.
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b. Transparant, pengelolaan kegiatan harus dilakukan secara terbuka dan
diketahui oleh masyarakat.

¢. Acceptable, pilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga memperoleh
dukungan masyarakat.

d. Sustainable, pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada

masyarakat secara berkelanjutan.

G. Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan merupakan pelaksana-an
pemerintahan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh pemerintah kelurahan,
Sesuai dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 16 tahun 2008 Tentang Tugas
Pokok, Fungst Dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Lingkup Kecamatan Dan
Kelurahan Pemerintah Kabupaten Wajo secara terperinci tugas pokok dari
aparatur pemerintah kelurahan adalah sebagai benkut ;
1. Lurah
Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah mempunyai tugas memimpin
kecamatan dalam membina, Mengoordinasikan dan melaksanakan
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang
pemerintahan, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat,
ketentraman dan keterttban. pelayanan masyarakat serta pembinaan

sekretariat Kelurahan.
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Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh secorang sekretaris kelurahan, mempunyai tugas
membina, mengkoodinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang
ketatausahaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, keuangan, serta
memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur dalam
lingkup Kelurahan.

Kepala Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas
membantu lurah dalam membina, Mengoordinasikan dan melaksanakan
tugas di bidang pemerintahan.

Kepala Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas
membantu lurah dalam membina, Mengoordinasikan dan melaksanakan
tugas di bidang pembangunan.

Kepala Seksi Perckonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang
kepala  seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam membina,
Mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang perekonomian dan

kesejahteraan rakyat.
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6. Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban
Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang kepala seksi
mempunyai tugas membantu lurah dalam membina, Mengoordinasikan dan

melaksanakan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban.

H. Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pembangunan

Hakekat dari pembangunan adalah perubahan secara terus menerus
yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang
diinginkan. Proses dimulainya pembangunan dengan berpijak pada pembangunan
masyarakat, diharapkan akan dapat memacu demokratisasi masyarakat dalam
proses pembangunan itu sendiri. Berikut beberapa ahli mengemukakan
pendapatnya tentang arti pembangunan, antara lain:

Sondang P Siagian  mendefinisikan  pembangunan sebagai:
pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan
perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, nagara
dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”.

Ginanjar Kartasasmita secara sederhana mengartikan pembangunan
sebagai suatu proses peranubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang
dilakukan secara terencana.

Pembangunan menurut Kartasamita (1996) adalah “usaha
meningkatkan harkat martabat masyarakat yang dalam kondisinya tidak mampu

melepaskan dini dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, Membangun
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masyarakat berarti memampukan atau memandirikan mereka. Dimulainya proses
pembangunan dengan berpijak pada pembangunan masyarakat, diharapkan akan
dapat memacu partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri”’.

Budiman (1995) membagi teori pembangunan tiga kategori besar yaitu
teor1 modemisasi, dependensi, dan paska dependensi. Teori modernisasi
menckankan pada faktor manusia dan budayanya yang dinilai sebagai elemen
fundamental dalam proses pembangunan.

Defenisi di atas memberikan penjelasan bahwa pembangunan
merupakan proses perubahan yang dilakukan secara sadar oleh bangsa, negara
dan pemernintah menuju modernitas yakni cara hidup lebih baik dari pada yang
sebelumnya mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara.

Selanjutnya menurut Wrihatnolo (1999) pembangunan diartikan
sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami.
Perubahan tingkat kesejahteraan ditentukan oleh dimensi dari defenisi ekonomi,
sosial, politik, atau hukum.

Pembagunan desa dan kelurahan adalah suatu gerakan untuk
menciptakan kehidupan yang lebih baik dari seluruh masyarakat dengan
demokratisasi aktif dan apabila mungkin didasarkan atas inisiatif ini tidak datang,
maka diperlukan teknik-teknik untuk menimbulkan dan mendorongnya keluar

supaya kegiatan respon yang antusias itu dapat terjamin.
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Terlepas dart adanya perbedaan persepsi tentang konsep pembangunan

oleh para ilmuan, tetapi ide pokok dalam konsep pembangunan secara umum

adalah:

1.

Pembangunan adalah proses berarti suatu kegiatan yang terjadi secara terus-
dilaksanakan.

Pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan. Artinya jika
ada suatu kegiatan yang kelihatannya sebagai suatu pembangunan, akan
tetapi sebenarnya tidak dilaksanakan secara sadar dan timbul hanya secara
insidentil di masyrakat, maka tidak dapat dikatakan sebagai pembangunan.
Pembangunan dilaksanakan secara berencana.

Pembangunan mengarah pada modernitas yakni cara hidup yang baru dan
lebih baik daripada yang sebelumnya serta kemampuan untuk lebih
menguasal alam lingkungan dan mengurangi ketergantungan terhadap pihak
lain.

Modemitas yang dicapai melalui pembagunan itu bersifat muitdimensional.
Artinya bahwa modemnitas 1tu mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan
negara.

Sedangkan secara khusus ditegaskan dalam undang-undang nomor 22

tahun 1999 maupun dalam keputusan menten dalam negeri (kep.Mendagri)

nomor 63 dan 64 tahun 1999 bahwa pemerintah merupakan ujung tombak bagi

pembangunan nasional. Dalam konteks ini, pemerintah mempunyai kewenangan:
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a. Menggali berbagai potensi yang dimiliki potensi desa dan kelurahan untuk
tujuan pembangunan.

b. Menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam pembangun-an

¢. Mewujudkan kehidupan demokrasi di tingkat desa dan kelurahan

d. Mengembangkan potensi masyarakat untuk mewujudkan kemandiri-an
masyarakat.

Untuk mewujudkan kewenangan tersebut di atas pemerintah desa dan
kelurahan dibantu oleh lembaga kelurahan sebagai mitra kerja pemerintah desa
dan kelurahan, kelembagaan tersebut membantu dalam bidang;

1. Pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat yang diemban
oleh lembaga adat (Pasal 4344 Kepmendagri No. 64 tahun 1999 tentang
pedoman umum mengenai desa)

2. Lembaga kemasyarakatan yang wmembantu tugas-tugas pembangunan
pemerintah desa yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, dan
pengendalian pembangunan {pasal 45-47 Kepmendagri tahun 1999)

Pembangunan daerah yang berbasis pada pengembangan pedesaan
(rural based development) meliputi banyak aspek dan tantangan yaitu

menyangkut ;

a. Potensi sumber daya alam (SDA) pada umumnya dapat dikatakan adalah
relatif cukup, sedangkan kemampuan sumber daya manusianya (SDM) masih

lemah.




b. Prasarana dasar yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi pertanian
(misalnya sumber daya air, jaringan irigasi, jalan desa dan lainnya) masih
periu pembenahan.

c. Kelembagaan ckonomi dan sosial yang telah banyak terbentuk di daerah
pedesaan ternyata belum berfungsi secara optimal.

d. Beberapa kelemahan dan keterbatasan lainnya misalnya akses pemasaran hasil
pedesaan masth sangat lemah dan terbatas.

¢. Akses petani kepada kredit (sumber daya modal) untuk pengembangan usaha
perekonomian pedesaan masih relatif terbatas.

Keinginan masyarakat terhadap program pembangunan pedesaan
adalah sangat luas, sedangkan dana pembangunan pedesaan yang tersedia masih
relatif terbatas. Keinginan masyarakat sangat banyak tetapi tidak semuanya
merupakan kebutuhan. Kebutuhan merupakan program yang disusun
menggunakan kriteria-kriteria yang terukur, sehingga dapat ditentukan skala
prioritasnya. Bedasar dana yang tersedia terbatas itu dan usulan program yang
telah disusun berdasar skala prioritas maka dapat dipilih program-program
pembangunan yang merupakan prioritas tinggi yang benar-benar dibutuhkan oleh
masyarakat setempat, selanjnya diusul prioritas kedua, ketiga, dan seterusnya.

Tujuan akhir dari pembangunan pedesaan adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan penduduknya secara langsung dan tidak langsung adalah untuk
meletakkan dasar-dasar pembangunan yang kokoh untuk memperkuat

pembangunan daerah dan pembangunan nastonal sebagal tujuan antara (sasaran)
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dari pembangunan pedesaan adalah mengupayakan agar desa-desa yang
merupakan satuan administrasi pemerintahan yang terkecil (terbawah) dapat
mempercepat pertumbuhan tingkat keswadayaannya mencapai desa swasembada.

Untuk melaksanakan (implementasi) program/proyek pembangun-
an pedesaan diperlukan dukungan partisipast masyarakat sebagai pencerminan
dari terkandungnya semangat bersama, rasa kebersamaan dan kesediaan
berkorban untuk  keberhasilan pembangunan yang bertujuan  untuk
mensejahterahkan masyarakat desa. Partisipasi masyarakat merupakan potensi
kekuatan dan peluang, tetapi sekaligus merupakan pula tantangan vyaitu
bagaimana mengaktualisasikannya dalam kegiatan pembangunan secara efektif,
produktif, dan dinamis.

Berangkat dari berbagai realitas yang terjadi selama ini, pemahaman
akan rencana pembangunan yang berdasar pada suatu rancangan pembangunan
yang matang tidak pernah terealisasikan oleh pemerintah. Perencanaan
pembangunan jangka pendek, rencana pembangunan jangka menengah dan
rencana pembangunan jangka panjang harus mandapatkan bimbingan khusus dari

pemerintah daerah dan pusat untuk pelaksanaannya.
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BAB 111

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis
I. Letak Geografis
Secara geografis, letak wilayah Desa Bukit Durian berada pada batas
astronomis 0°-20° Lintang Utara dan pada posisi 127°- 127,45° Bagian Timur. Kota
Tidore Kepulauan memiliki total luas wilayah 13.862,86 Km’dengan daratan
9.116,36 Km’ dan batas wilayah sebagai berikut :
- Sebelah utara Berbatasan dengan Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate dan

Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera barat.

- Sebelah timur Berbatasan dengan Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten

Halmahera Timur dan Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah.

- Sebelah selatan Berbatasan dengan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan

dan Kecamatan pulau Mot Kota ternate.

Sebelah barat Berbatasan dengan Laut Maluku.
2. Luas Desa Bukit Durian

Pemerintahan statistik daerah kecamatan oba utara 2013 dalam upaya
peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di
kecamatan serta implementasi dan peraturan daerah no.13, 14, 15, dan 16 tahun 2007

serta peraturan daerah no. 1 tahun 2008 kota tidore kepulauan,kecamatan oba utara
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yang mempunyar luas wilayah 376 km2 ,ibu kota kecamatan berada di kelurahan

sofifi. Adapun luas wilayah pada Desa Bukit Durian adalah: 39.000 km2.

B. Keadaan Demografi
I. Keadaan Penduduk

Jumlah Penduduk DesaBukit Durian adalah 1362 jiwa. Untuk presentasi
penduduk perempuan lebih banyak ketimbang penduduk laki-laki, Sedangkan jumlah
penduduk menurut jenis kelamin dapat lebih didominasi oleh perempuan , untuk lebih
jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 02

Komposisi Penduduk Pada Desa Bukit Durian
Kecamatan Oba Utara Kota Madya Tidore Kepulauan
Propinsi Maluku Utara

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentasi
1 Laki — laki 670 49.1 %
2. Perempuan 692 50.9 %

Jumlah 1362 100 %

Sumber: Kantor Desa Bukit Durian, Tahun 2014

2. Pendidikan
Pada tingkat Sekolah Dasar, baik Negeri maupun swasta jumlah sekolah
sebanyak 2 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 57 orang dengan komposisi

tenaga pengajar sebanyak 5 orang guru,
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Untuk tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berjumlah sebanyak
2 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 60 orang dengan tanaga pengajar
sebanyak 7 orang guru.

Untuk tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) berjumlah
sebanyak 1 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 69 orang dengan tanaga pengajar
sebanyak 7 orang guru.

3. Sosial Ekonomi

Penduduk Desa Bukit Durian pada umumnya memiliki mata pencaharian
sebagai Petani, Wiraswasta, Pegawai. Penduduk dengan mata pencaharian sebagai
wiraswasta di dominasi oleh pedagang, utamanya pedagang kecil dan menengah.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 03
Tingkat Status Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Buki Durian
Kecamatan Oba Utara Kota Madya Tidore Kepulauan

Propinsi Maluku Utara

No Mata Pencaharian Frekuensi Presentasi
1. Petani 161 61,2%
2. Wiraswasta 54 20,5%
3. Pegawai 48 18,3%
Jumlah 263 100%

Sumber: Kantor Desa Bukit Durian, Tahun 2014
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C. Struktur Oganisasi

BPD
Samsudin.K

PEMERINTAHAN KOTA TIDORE KEPULAUAN

DESA BUKIT DURIAN

STRUKTUR ORGANISASI DESA

KADES
Ismail Muhammad

LPM
M.ZAIN HADI

SEKDES
Rustam M.Dzen

_ y

PEMERINTAHAN
Ratna Kose

K.PEMBANGUNAN
Sabin.Seng

K.UMUM
Michael Dioniki

Kadus Durian
Mesak Sinyo

Kadus Buladusa
Hamid Marsaoli
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Berdasarkan Struktur organisasi Pemerintahan di atas, Jumlah Pegawai dan staf yang
ada pada pada kantor Desa Mattiro Kanja adalah 10 orang. Untuk lebih jelasnya dapat
di lihat pada tabel berikut ini:

TABEL 04
JUMLAH PEGAWAI PADA KANTOR PEMERINTAHAN
DESA BUKIT DURIAN
No Jabatan | Jumlah Pegawai
1. Kepela Desa 1 Orang
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 1 Orang
3 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) I Orang
4. Sekertaris Desa 1 Orang ]
5. Kaur Pemerintahan 1 Orang
6. Kaur Pembangunan 1 Orang
7 Kaur Urusan Umum 1 Orang
8 Kepala Dusun 2 Orang
Jumliah 9 Orang

Sumber: Kantor Desa Bukit Durian, Tahun 2014

Schubungan dengan pegawai yang ada pada Kantor Desa Bukit Durian maka
tinggkat pendidikan pegawai pada pemerintahan dapat di lihat pada tabe) berikut ini.
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TABEL 05
TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI PEMERINTAHAN
DESA BUKIT DURIAN

No Tingkat Pendidikan Frekuensi

SMA / Sederajat 9

2. Strata Satu (S-1) -

Jumlah 9

|

Sumber: Kantor Desa BUKIT DURIA N, Tahun 2014

D. Tugas Dan Fungsi Pemerintahan Desa

Dalam Pelaksanaan tugas struktur pemerintahan di desa Mattiro Kanja dan

Fungsinya sebagai benikut:

1.

Kepala Desa

a.

5> @ omon

Menyelenggarakan pemerintahan desa  berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan bersama BPD

Mengajukan rancangan peraturan Desa

Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan  persetujuan
bersama BPD

Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengnenai APB Desa
untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD

Membina kehidupan masyarakat Desa

Membina ekonomi desa

Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan paeraturan perundang-undangan

Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
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2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
BPD mempunyai fungst menetapkan peraturan desa bersama kepala desa,
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Tugas
Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan
peraturan kepala desa
Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan
aspirast masyarakat

f.  Menyusun tata tertib BPD.

Meminta keterangan kepada pemerintah desa

b. Menyatakan pendapat Kewajiban

¢. Mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati segaia
peraturan perundang-undangan

d. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa

¢. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional sera keutuhan NKRI

f.  Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat

g.  Memproses pemilihan kepala desa

h. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok
dan golongan

i.  Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat

J. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga

kemasyarakatan.
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Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Tugas

Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif

b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara  dan
mengembangkan pembanguran secara pantisifatif

¢ Menggerakkan dan mengembangkan partisifasi, gotong royong dan swadaya
masyarakat

d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka
pemberdayaan masyarakat.

Sekertaris

a. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan

el

4
5.
6
7

melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan
penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa,

Fungsi :

Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk
kelancaran tugas Kepala Desa

Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan
sementara

Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa

Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Kaur Pemerintahan

a,

Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan
administrasi  kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan,

ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan
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7.

perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum
Desa.

Fungsi :

Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan

Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan
Kepala Desa

Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan

Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa

Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan
masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa

Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang
berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban
masyarakat dan pertahanan sipil; dan

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.

Administrasi Pemerintahan Desa :

1.
2.
3.

o N e

Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pembuatan Kartu Keluarga (KK)

Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi warga Desa yang
berkehidupan ekonomi kurang mampu agar mendapatkan penangguhan-
penangguhan, Misalkan penangguhan atau pengurangan beban biaya di
rumah sakit. Pembuatan surat ini tidak memerlukan biaya, digratiskan bagi
warga Desa yang memerlukan. Dalam perkembangannya SKTM ini berubah
menjadi Kartu Multi guna, Kartu ini dapat digunakan oleh satu keluarga
yang diwakili oleh kepala keluarga sebagai pemegang kartu

Surat Keterangan Lalu Lintas

Surat Keterangan NTCR

Surat Pengantar Pemikahan

Surat Keterangan Naik Haji

Surat Keterangan Domisili
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9.

10.
11.
12.
13,
14.
15.
16.

17.

18.
19.

20

Surat Keterangan Pengantar Kepolisian

Surat Keterangan Pindah

Surat Keterangan Lahir/Mati

Surat Keterangan Ke Bank dll.

Surat Keterangan Pengiriman Wesel

Surat Keterangan Jual Beli Hewan

Surat Keterangan Izin Keramaian

Pengenaan Pungutan atas Transaksi Jual beli Hasil Bumi dikenakan dari
harga transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual
Pengenaan pungutan atas transaksi jual beli tanah rumah dikenakan dari
harga transakasi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual

Surat Keterangan Tebang Kayu/Bambu

Tarip pengenaan pungutan pengusaha angkutan sewa sarana dan BUMD

- Perusahaan PT/CV atau pemborong dan sejenisnya dari jumlah anggaran,

Kaur Pembangunan

a.

Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan
potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan
masyarakat serta Penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas
pembantuan.

Fungsi :

Penyiapan bantuan-bantuan analisa & kajian perkembangan ekonomi
masyarakat

Pelaksanaan kegiaatan administrasi pembangunan

Pengelolaan tugas pembantuan; dan

Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
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7. Urusan Umum

a.

Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi
umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta
mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

Fungsi :

Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar
serta pengendalian tata kearsipan

Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa

Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum

Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor
serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor

Pengelolaan administrasi perangkat Desa

Persiapan bahan-bahan laporan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

9. Kepala Dusun

Tugas

a. membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya

b. melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong
royong masyarakat

c. melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada
masyarakat

d. membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan
RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) diwilayah kerjanya

¢. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Fungsi

a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan

pembangunan dan pembinaan masyarakat diwilayah dusun
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Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
yang menjadi tanggung jawabnya

Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya
gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan
ketrentaman dan ketertiban masyarakat

Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program APBD-Desa, Desa Buki Durian.

Pelaksanaan Program APBD-Desa desa Bukit Durian tidak dapat berjalan
sendiri tanpa sebuah proses yang berkesinambungan mulai dari perencanaan pada
saat pelaksanaan dan penyelenggaraan program, sampai kepada hasil akhir program
tersebut. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa program kepa baru akan
berhasil, jika proses pelaksanaannya secara keseluruhan berjalan dengan baik, mulai
dari tahap awal sampai dengan berakhimya proses program tersebut, dan terdapat
lingkungan yang kondusif untuk mengimplementasikan hasil program dalam
pekerjaan schari-hari.

Pelaksanaan Program APBD-Desa adalah satu kesatuan proses mulai dari
perencanaan sampai pada pelaksanaan program yang terdiri dari beberapa tahapan
proses yaitu: Menentukan kebutuhan, Menetapkan tujuan,Memilih fasilitas/sarana
pelatthan yang paling sesuai Koordinasi program serta Evaluasi program.

Jika prosedur dilaksanakan sesuai dengan hal-hal diatas maka akan diperoleh
hasil Program yang sesuai dengan harapan dan hal-hal yang dapat bermanfaat bagi
kamajuan suatu desa. Jadi apabila Program dapat terlaksana dengan baik, maka
dengan adanya persepsi responden mengenai Program APBD-Desa, desa Bukit

Durian.
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Adapun daftar tabel yang telah di olah melalui daftar kuesioner dapat di lihat
pada lampiran 1, agar lebih memperjelas mengenai tabel lampiran tersebut, maka

dapatlah dilihat melalui skala likert sebagai berikut:

STB B KB B SB

0 200 400 600 800 810 1000

Pada tabel lampiran dua skor yang diperoleh data menyangkut Pelaksanaan
Program APBD-Desa, Desa Bukit Durian mencapai 810 sedangkan skor ideal artinya
bila pelaksanaan evaluasi program kerja di dapat sangat baik (SB) mencapai 40 x 5x
5 = 1000 sedangkan skor sangat tidak baik (STB) mencapai 40 x 5 x 1 = 200. Hasil
yang diperoleh sebesar 810, nilai skor yang diperoleh antara (SB) Sangat Baik (1000)
dan (B) Baik (800), tetapi lebih mendekati baik sehingga pelaksanaan program kerja
melaiui pelatihan dapat dikatakan baik.

Faktor-faktor pendukung pada program APBD-Desa, Desa Bukit Durian
yaitu: Pada masalah penilaian responden tentang pelaksanaan program APBD-Desa
Desa Bukit Durian 82.5%, ketersediaan sarana dan prasarana pada pelaksanaan
program APBD-Desa Desa Bukir Durian 47,5%, tanggung jawab pemerintahan desa
terhadap program APBD-Desa Desa Bukit Durian, 57.5%, kinerja pemerintahan desa

terhadap program APBD-Desa Desa Bukit Durian, 50%, dan mengenal implementasi




pemerintahan desa terhadap program APBD-Desa, Desa Bukit Durian 52.5%, seperti
digambarkan pada tabel No.7, No. 8, No. 9, No.10, No.11.

Adapun tabei-tabel berikut yang dijelaskan dengan cara data yang telah
dikumpulkan dihitung melalui frekuensi dan presentasinya dalam bentuk angka-

angka sesuai dengan pengolahan data yang diperoleh dari responden di bawah ini.

Tabel 06
Penilaian Responden Mengenai Pelaksanaan Program APBD-Desa,
Desa Bukit Durian Kecamatan Oba Utara Kota Madya Tidore Kepulauan
Propinsi Maluku Utara

No. Jawaban Responden Frekuensi Presentasi (%)
1. | Sangat baik 3 7.5%
2. | Baik 33 82.5%
3. | Kurang Baik 4 10 %
4. | Tidak Baik 0 0%
5. | Sangat Tidak Baik 0 0%
Jumlah 40 100 %

Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner, Tahun 2014

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa tanggapan atau penilaian
responden terhadap pelaksanaan program APBD-Desa desa Bukit Durian adalah
sebagai berikut: Berdasarkan tabel tersebut di atas, ada 33 orang responden atau
82.5%, mengatakan bahwa pelaksanaan program APBD-Desa, Desa Bukit Dunan

dapat di katakan baik, sedangkan yang mengatakan kurang baik ada 4 orang
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responden atau 10%, dan yang mengatakan sanagat baik ada 3 orang responden atau
7.5%.
Selanjutnya mengenai ketersediaan Saran Prasarana pada pelaksanaan

Program APBD-Desa, Desa Bukit Durian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 07
Penilaian Responden Mengenai Ketersedisan Sarana Dan Prasarana Pada
Pelaksanaan Program APBD-Desa, Desa Buki Durian Kecamatan Oba Utara
Kota Madya Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara

' No. | Jawaban Responden Frekuensi Presentasi (%)
1. | Sangat baik 19 47.5%
2. | Baik 13 325%
3. | Kurang Baik 8 20 % |
4. | Tidak Baik 0 0%
5. ! Sangat Tidak Baik 0 0%
Jumlah 40 o 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner, Tahun 2014

Berdasarkan tabel hasil responden tersebut di atas mengenai ketersediaan
sarana dan prasarana pada program APBD-Desa desa Bukit Durian adalah sebagai
berikut: Untuk membuktikan hal tersebut melalui tanggapan responden yang
menyatakan penilaiannya sangat baik ada 19 orang responden atau 47.5%. 13 orang
responden menyatakan baik dengan angka presentasi 32.5%, dan yang mengatakan

penilatannya kurang baik ada 8 orang responden dengan angka presentasi 20%,
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Selanjutnya untuk mengukur efektifitas kinerja pemerintahan desa dari hasil
evaluasi program kerja, untuk mengetahui pilihan responden tersebut maka dapat

dilithat pada tabel 9 dibawah ini:

Tabel 08
Tanggapan Responden Mengenai Tanggung Jawab Pemerintahan Desa
Terhadap Program APBD-Desa, Desa Buki Durian Kecamatan Oba Utara Kota
Madya Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara

No. | Jawaban Responden Frekuensi Presentasi (%)
1. | Sangat baik 12 30 % ;
2. | Baik 23 S75% |
. 3. | Kurang Baik 5 12.5%
4. | Tidak Baik 0 0%
5. | Sangat Tidak Baik 0 0%
Jumlah ' 40 100 %

Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner, Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas dari 40 responden yang memberikan tanggapannya
mengenai tanggung jawab pemerintahan desa terhadap program APBD-Desa desa
Bukit Durian adalah sebagai berikut: Ada 23 orang responden mengatakan baik
dengan angka presentasi 57.5%, selanjutnya ada 12 orang responden memilih sangat
baik dengan angka presentasi 30%, dan yang mengatakan kinerja pemerintahan desa
masih kurang baik dengan angka presentasi 12.5% atau ada 5 orang responden yang

mengatakan hal seperti itu.
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Pelaksanaan program kerja efektifitasnya sangat ditentukan oleh kinerja
pemerintahan desa. Adapun tanggapan responden dapat dilihat pada tabel 10 berikut
ini:

Tabel 09
Penilaian Responden Mengenai Kinerja Pemerintahan Desa Terhadap Program

APBD-Desa, Desa Buki Durian Kecamatan Oba Utara Kota Madya Tidore
Kepulauan Propinsi Maluku Utara

No. Jawaban Responden Frekuensi Presentasi (%) |
1. | Sangat baik 4 10 %
2. | Baik 20 50 %
3. | Kurang Baik 16 20 %
4. | Tidak Baik 0 0%
5. | Sangat Tidak Baik 0 0%
Jumlah 40 i 100 %

Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner, Tahun 2014

Dengan adanya efektifitas sebagaimana penilaian responden mengenai kinerja
pemerintahan desa terhadap program APBD-Desa desa Bukit Durian sepert: terlihat
pada tabel 10 di atas memperlihatkan sebagian besar responden menilai bahwa
kinerja pemerintahan desa terhadap program sudah baik karena dengan adanya 20
orang responden mengatakan hal seperti itu dengan angka presentasi 50%,
selanjutnya yang mengatakan kurang baik ada 16 orang responden atau 40%, dan

yang mengatakan sangat baik ada 4 orang responden atau 10%.



Untuk mengetahui sejauh mana tanggapan responden mengenai implementasi
pemerintahan desa terhadap program APBD-Desa desa Bukit Durian dapat dilihat

pada tabel dibawah ini.

Tabel 10
Tanggapan Responden Mengenai Implementasi Pemerintahan Desa Terhada P
Program APBD-Desa, Desa Buki Durian Kecamatan Oba Utara Kota Madya

Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara

No. | Jawaban Responden Frekuensi Presentasi (%)
1. | Sangat baik 12 30 %
2. | Baik 21 525 %
3. | Kurang Baik 7 17.5 %
4. ) Tidak Baik 0 0%
5. | Sangat Tidak Baik 0 0%
i Jumlah 40 100% |

Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner, Tahun 2014

Data tabel 11 di atas memperiihatkan bahwa dari penilaian responden
mengenai implementasi pemerintahan desa program APBD-Desa desa Bukit Durian
mendapat respon ada 21 orang responden atau 52.5% mengatakan baik, selanjutnya
yang mengatakan sangat baik ada 12 orang responden atau 30%, dan yang

mengatakan masih kurang baik ada 7 orang responden atau 17.5%.
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B. Faktor-faktor yang menghambat program APBD-Desa

Dari apa yang menjadi pembahasan di dalam penelitian tentang program
pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Bukit Durian Kecamatan Oba Utara Kota
Madya Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara Dengan berbagai hasil yang
diproleh maka pada bab ini pelaksanaannya pemenntahan yang dijalan oleh

Pemerintahan Desa, memiliki kesimpulan sebagai berikut:

. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan sangat berpengaruh besar
terhadap jalannya proses pembangunan di Desa Bukit Durian,
penyelenggaraan pembangunan bukan semata-mata tanggung jawab
Pemerintah Desa saja melainkan juga merupakan tanggung jawab bersama
masyarakat secara keseluruhan, salah satu wujud tanggung jawab yang
dimaksud adalah sikap saling mendukung dan anggota masyarakat desa
terhadap penyelenggaraan pembangunan yang ditunjukan dengan adanya
keterlibatan atau partisipasi aktif dari masyarakat.

2. Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan pembangunan
infrastruktur di Desa Bukit Durian masih ada mengalami kendala. Adapun
berbagai kendala yang menghambat keikutsertaan dalam perencanaan
mengikuti pembuatan keputusan dikarenakan waktu, masyarakat tidak ada
ditempat pada saat dilakukan rapat dikarenakan masyarakat pada siang hari

pergi berkerja. Selain itu juga masyarakat dari hasil di lapangan masyarakat
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tidak ikutserta dikarenakan tidak faham akan jalannya kegiatan rapat.
Parisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dalam pembangunan infrastruktur
di Desa Bukit Durian menunjukan keaktifan/keikutsertaan masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut. Hal ini dapat dilihat dart
adanya kegiatan Rapat Desa dan adanya kegiatan Swadaya masyarakat dan
kegiatan Gotong-royong di dalam masyarakat,

Mengenai kemampuan pemerintah desa dalam pelaksanaan kebijakan maupun
dari kemampuan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi dari masyarakat,
maka dapatlah dipahami bagaimana luas dan kompleksnya permasalahan yang
dihadapi oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan dan kemasyarakatan,

Harus diakui juga bahwa pemerintah desa tidak akan sempumna apabila ia
tidak memperhatikan kekurangan ataupun Icendala-kendala ataupun kebiasaan yang
dihadapi langsung oleh masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam setiap
gerak pembangunan yang dilaksanakan. Kendala-kendala ataupun kebiasaan-
kebiasaan yang dihadapi oleh masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Tingkat Kesadaran Masyarakat
Tingkat kesadaran dari seluruh komponen masyarakat umtuk berpartisipasi
aktif dalam setiap gerak pembangunan memang dapat dikatakan relatif
karena setiap perencanaan yang ada untuk melaksanakan pembangunan,
maka masyarakat dengan tidak sendirinya berpartisipasi aktif tetapi selalu

melalui paksaan ataupun panggilan langsung dari aparatur pemerintah desa.

67




Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan faktor penting untuk dimiliki oleh seluruh komponen
warga Negara karena dengan pendidikan warga Negara akan mampu
merubah sikap dan perilaku bahkan hidup mereka yang lebih baik. Untuk itu
bagaimana seorang pemerintah untuk dapat menggali potensi-potensi

pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.
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BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1.

Peranan pemerintah desa dalam menungkatkan partisipasi masyarakat bagi
terlaksananya pembangunan sudah berperan dengan baik dalam rangka
mengimplementasikan kebijakan sehubungan dengan peningkatan partisipasi
masyarakat,

Kemudian dilihat dari segi kemampuan pemerintah desa dalam
menggerakkan partisipasi masyarakat sudah mampu, sesuai dengan
informasi yang ada..

Terdapat beberapa faktor penghambat, namun hal yang demikian masih
dapat diantisipasi oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah kepala desa
atau dengan sebutan lain hukum tua lewat motivasi -motivasi yang
disampaikan langsung serta selalu meningkatkan efektifitas kerja dan setiap
aparatur pemerintah.

Dalam pelaksanaan tugas pemerintah sebagai administrator dalam bidang
pembangunan dan kemasyarakatan sudah dapat dikategorikan berhasil,

karena para pemerintah desa dan aparatur pemerintah sering terjun langsung
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ke lapangan untuk memantau ataupun untuk mengawasi langsung setiap
kegiatan pembangunan yang sementara dilaksanakan.

Pencapaian Pelaksanaan Progarm APBD-Desa, Desa Bukit Durian telah
terlaksana dengan dengan cukup baik, karena selain didasarkan pada suatu
rencana program, juga disesuaikan dengan kebutuhan desa dan unut-unit
kerja yang bersangkutan. Di samping itu pelaksanaan program telah
memberi manfaat yang cukup baik dalam hal pengembangannya sesuai
dengan ketrampilan dan bidang masing-masing bagi Pemerintahan desa dan
Masyarakat.

Adanya Program Program APBD-Desa, Desa Bukit Durian telah
membenkan pengaruh positif bagi masyarakat dan pemerintahan desa dalam
rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya masing,
Dalam lingkungan Pemerintahan Desa telah memberikan pengaruh terhadap
tanggung  jawab, kinerja, motivasi pemerintahan Desa untuk di

implementasi kepada masyarakat.

B. Saran

1.

Agar Pencapaian Pelaksanaan Progarm APBD-Desa, Desa Bukit Durian
dalam dapat dipertahankan atau lebih ditingkatakan lagi guna lebih
meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan perubahan sikap pemerintahan

Desa dan Masyarakat, maka disarankan kepada pemerintahan desa untuk
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tetap memberikan dorongan kepada masyarakat untuk mengikuti
peningkatan sumberdaya manusia.

Disarankan kepada Pemerintahan Desa untuk melihat masalah-masalah
yang menghambat pelaksanaan Program APBD-Desa, seperti sarana dan
prasarana atau fasilitas lainnya, sikap profesional pemerintahan desa dalam
mengimplementasikan tugas dan tanggung jawabnya sehingga dimasa yang

akan datang program dapat ditingkatkan.
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QUESIONER
PENGELOLAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA BUKIT DURIAN

KECAMATAN OBA UTARA KOTA MADYA TIDORE KEPULAUAN
PROPINSI MALUKU UTARA

I. DATA RESPONDEN
Nama
Pendidikan
Jenis Kelamin :
Pekerjaan
Alamat

IL PERHATIAN

1. Kami mohon kepada Bapak / Tbu agar Quisioner ini dijawab dengan
sebenamya agar tujuan bersama dapat tercapai dengan baik, untuk itu
saya ucapakan terima kasih sebelumnya.

2. Daftar Pertanyaan (quesioner) ini disusun untuk keperluan penelitian dan
semata-mata untuk tujuan ilmiah, oleh karena itu mohon kiranya di isi
dengan benar dan jujur sesuai dengan petunjuk pengisian. Beri tanda (x)
pada jawaban yang menurut Bapak / Ibu anggap paling tepat.

III. PERTANYAAN
A. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
I.  Bagaimana tanggapan anda mengenai pelaksanaan program APBD-Desa,
Desa Buki Durian Kecamatan Oba Utara Kota Madya Tidore Kepulauan
Propinsi Maluku Utara?
(a). Sangat Baik (c). Kurang Baik {¢). Sangat Tidak Baik
(b}. Baik (d). Tidak Baik




2. Bagaimana penilian anda mengenai ketersediaan sarana dan prasarana
pada pelaksanaan program APBD-Desa, Desa Buki Durian Kecamatan
QOba Utara Kota Madya Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara?

(a). Sangat Baik (¢). Kurang Baik (e). Sangat Tidak Baik
{b). Baik (d). Tidak Baik

3. Sejauhmana tanggapan anda mengenai tanggung jawab pemerintahan desa
terhadap program APBD-Desa, Desa Buki Durian Kecamatan Oba Utara
Kota Madya Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara?

(a). Sangat Baik (c). Kurang Baik (e). Sangat Tidak Baik
(b). Baik {d). Tidak Baik

4. Sejauhmana tanggapan anda mengenai kinerja pemerintahan desa terhadap
program APBD-Desa, Desa Buki Durian Kecamatan Oba Utara Kota
Madya Ttdore Kepulauan Propinsi Matuku Utara?

(a). Sangat Baik (c). Kurang Baik (e). Sangat Tidak Baik
(b). Batk (d). Tidak Baik

5. Sejauhmana tanggapan anda mengenai implementasi pemerintahan desa
terhadap program APBD-Desa, Desa Buki Durian Kecamatan Oba Utara
Kota Madya Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara?

{(a). Sangat Batk (c). Kurang Baik (e). Sangat Tidak Baik
(b). Baik (d). Tidak Baik



MPIRAN 1

TABEL 1
PENGELOLAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA BUKIT
DURIAN KECAMATAN OBA UTARA KOTA MADYA TIDORE
KEPULAUAN PROPINSI MALUKU UTARA
No. Jawaban Responden Terhadap
psponden Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja Jumlah
1 2 3 4 5
1 4 5 5 4 4 22
2 3 5 3 3 5 19
3 4 4 3 5 4 20
4 4 5 5 4 4 22
5 5 3 4 4 4 20
6 4 4 4 3 4 19
7 4 5 4 5 5 23
8 4 3 5 4 5 21
) 4 5 4 3 5 21
10 4 5 4 3 5 21
11 4 4 5 3 5 21
12 3 4 5 3 5 20
13 4 5 5 4 4 22
14 4 4 4 4 4 20
15 4 3 4 4 4 19
16 4 5 4 4 3 20
17 4 5 4 4 4 21
18 4 5 4 3 3 19
18 4 5 5 4 4 22
20 4 3 4 8 5 19
21 5 4 5 4 3 21
22 5 S 4 3 4 21
23 4 4 4 4 4 20
24 4 4 4 4 5 21
25 4 5 5 3 4 21
26 4 3 4 3 3 17
27 4 3 4 5 4 20
28 4 5 3 4 4 20
29 4 5 4 4 4 21
30 4 5 4 3 5 21
31 4 4 5 4 4 21
32 4 3 5 4 4 20
Yy 33 3 5 4 3 4 19
34 4 4 3 3 4 18
¢ 35 4 5 4 3 5 21
, 36 4 4 4 4 3 19
37 4 4 5 4 4 21
38 4 3 4 3 3 17
39 3 5 4 4 3 19
40 4 4 3 5 5 21
umiah 159 171 167 148 165 810
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